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KEJAHATAN memang selalu
mengintai kita. Modus yang digu-
nakan juga beraneka macam.
Dengan kian bergantungnya ma-
syarakat dari gadget, penipu pun
memanfaatkannya untuk melan-
carkan aksinya. Tidak sedikit
warga yang sudah menjadi kor-
ban, misalnya uang tabungan-
nya di rekening bank habis
terkuras, atau nama dan fotonya
digunakan untuk menipu orang
lain yang merupakan relasi dan
kenalannya.

Sebenarnya, sesama kenalan
biasa saling mengabari kalau
ada info modus-modus penipu-
an, misalnya kalau ada kiriman
file apk (biasanya undangan
mantenan dengan foto DP orang
yang sudah dikenal) agar tidak
diklik. Karena kalau file tersebut
dibuka, maka otomatis HP sudah
diretas oleh pengirim sehingga
mobile banking yang ada di HP
tersebut bisa digunakan oleh pe-
ngirim file. Termasuk nomor HP
yang tersebut android tersebut
juga bisa dihubungi oleh penipu,
misalnya untuk meminjam uang.
Karena dengan nomor dan iden-
titas yang dikenal, maka yang
menerima permintaan pinjaman
uang tersebut mudah percaya,
padahal dari penipu yang sudah
berhasil meretas HP temannya.
Sering juga pengirim menggu-
nakan foto DP logo bank tertentu
dan memberi informasi terkait ta-
bungan, misalnya transfer de-
ngan biaya 0% atau aka ada per-
ubahan biaya transfer. Padahal
tujuannya untuk menipu.

Di KR Kamis (27/7) kemarin ju-
ga diberitakan adanya modus
penipuan mengatasnamakan
Badan Penyelenggara Jaminan
Sosial (BPJS) Kesehatan. Mo-
dusnya menginformasikan kartu
kepesertaan JKN akan diberhen-
tikan, peserta diminta menye-
butkan Nomor Induk Kependu-
dukan (NIK), mengatasnamakan
badan usaha, menyampaikan in-
formasi palsu bahwa kartu kepe-
sertaan peserta telah melebihi
batas pemakaian terhadap obat-
obatan. Selain itu juga info BPJS
Kesehatan akan memberi bantu-
an sosial kepada peserta, modus
rekrutmen kepegawaian hingga
ancaman yang menyatakan bah-
wa kepesertaan JKN akan
segera diblokir. Setelah peneri-
ma info tertarik, ujung-ujungnya
hanya akan ditipu. Karena itu

Asisten Deputi Komunikasi
Publik dan Hubungan Masya-
rakat BPJS Kesehatan Agustian
Fardianto minta kepada seluruh
masyarakat berhati-hati dan tidak
mudah percaya.

Menghadapi kenyataan terse-
but, kita jadi bertanya-tanya, ke-
napa data-data kita bisa bocor ke
penipu? Lantas siapa yang
membocorkan? Dengan meng-
gunakan nomor HP yang di-
pakai, bisakah para penipu terse-
but dilacak oleh yang berwajib
dan tentu saja juga diringkus, ter-
masuk hacker yang meretas HP
kemudian menggunakannnya
untuk menguras uang melalui
mobile banking. Dan masih
banyak lagi pertanyaan terkait
kenapa semua itu bisa terjadi
dan bagaimana mengatasinya.

Lantas, siapa yang mestinya
melindungi masyarakat dari se-
mua jenis kejahatan modern ini?
Maka éPRi bagi aparat terkait
untuk mewujudkannya. Dalam
hal ini, Kominfo yang bisa me-
ngendalikan komunikasi via IT
dan penegak hukum untuk bisa
memberi perlindungan kepada
masyarakat. Jangan sampai
penipu yang terus berkeliaran ini
leluasa menjalankan aksinya.
Masyarakat yang menjadi kor-
ban juga terus bertambah.
Lembaga-lembaga terkait yang
sering dicatut untuk modus, mi-
salnya perbankan, mestinya juga
tidak tinggal diam.

Lembaga-lembaga keuangan
ini juga harus bisa melindungi
nasabahnya. Jangan sampai
uang yang dititipkannya diambil
oleh orang yang tidak berhak,
menggunakan aplikasi yang ti-
dak resmi. Soal caranya bagia-
mana, tim IT lembaga tersebut
mestinya bisa melakukannya.
Termasuk para pimpinan provi-
der jaringan seluler mestinya ju-
ga bisa melindungi para pemakai
jasa selulernya dari berbagai ke-
jahatan. Seandainya sudah terja-
di, mestinya juga bisa ikut mela-
cak pelakunya. Sehingga para
pelanggannya merasa nyaman
berkomunikasi.

Semoga masyarakat segera
bisa menggunakan perkem-
bangan IT saat ini dengan te-
nang dan aman karena adanya
perlindungan dari mereka yang
terkait. Meski begitu, kewas-
padaan tetap harus ada dan ja-
ngan sampai terlena. (0-d
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Tanpa Komunikasi, Sampah Menumpuk

BAGAIMANA masalah sam-
pah? Pertanyaan itu tiba-tiba dilon-
tarkan seorang kawan, sedetik us-
ai bertemu. Saat ini di DIY, bicara
masalah sampah menghabiskan
energi. Apalagi setelah TPS se-
mentara di Cangkringan, ditolak
warga. Meski TPS tersebut berada
di tanah SG.

Ketika saya mengungkap Al-
hamdulillah, RT kami sejak awal
sudah banyak berbuat soal mena-
ta sampah. Bahwa di lapangan
yang merupakan public space ada
jugangan. Sementara tukang sam-
pah hanya mengambil sampah
sisa dapur. Sehingga sampah ker-
tas, plastic dan lainnya dikelola
sendiri.

Dia termenung. Lantas berkata,
di tempat saya sampai sekarang
belum ada komunikasi apapun
meski TPA Piyungan sudah ditu-
tup. Kami memang mendapat in-
formasi bahwa TPA Piyungan ditu-
tup. Namun setelah itu tidak ada in-
formasi apapun, apalagi sosialisasi
dan diskusi untuk mencari solusi.

Jadi sekarang di kawasan kami
yang padat, lahan rumah rata-rata
sudah habis untuk bangunan, tidak
ada komunikasi antara RT/RW
ataupun Kalurahan mengenai so-
lusi persampahan. Sehingga di
masing-masing rumah, sekarang
menumpuk sampah. O-d

*) Hadli, Wonocatur
Banguntapan Bantul

Pilpres 2024 dan Berpolitik Damai

PANCASILA sebagai dasar negara
Indonesia sudah semestinya dijadikan
petunjuk Calon Presiden 2024. Pancasila
mengajarkan pada manusia Indonesia
untuk selalu hidup dalam pengabdian
untuk cita-cita nasional Bangsa
Indonesia.

Pancasila disebut juga weltanschaung
atau pandangan hidup yang mengarah-
kan tindakan manusia ke arah nilai-nilai
kejujuran dan kebaikan. Hal itu menun-
jukkan bahwa Pancasila merupakan
gagasan vital bangsa, sistem nilai
dasar, yang derivasinya terbangun
ke dalam sistem moral dan sistem
hukum negara bangsa, negara kesa-
tuan negara Indonesia. Sebagai pan-
dangan hidup, Pancasila mengan-
dung sistem normatif bagi kehidup-
an berpolitik.

Landasan Berpolitik

Dalam nilai-nilai Pancasila, NKRI
dan UUD 1945, Bhinneka Tunggal
Ika banyak memberikan perhatian
penuh pada aktivitas politik.
Bagaimana para wakil rakyat itu
berperilaku dalam berpolitik yang
lebih etis dengan menekankan pada
nilai-nilai pancasila. Sila pertama,
yakni Ketuhanan Yang Maha Esa
harus dijadikan landasan dalam
berpolitik. Ini merupakan bagian
dari Pendidikan Pancasila.

Perpolitikan di Indonesia harus
mencerminkan kehidupan kenegaraan
yang berdasarkan pada Pancasila dan
UUD 1945, yang mampu menyerap aspi-
rasi dan dapat mendorong partisipasi
masyarakat dalam suatu sistem. Unsur-
unsurnya terdiri atas struktur politik,
proses politik, budaya politik, komu-
nikasi politik dan partisipasi politik.
Nilai-nilai Pancasila sudah semestinya
harus dijadikan petunjuk dalam seluruh
unsur berpolitik.

Nilai-nilai Pancasila haruslah dipaha-
mi terutama oleh calon presiden (capres).
Karena merekalah yang ketika terpilih,
kelak akan mengambil keputusan dan
kebijakan serta melaksanakan dalam
sistem penyelenggaran pemerintah
Indonesia. Karena itu, Pancasila harus

Syahrul Kirom

dipergunakan capres untuk menunjuk
kepada suatu rangkaian kegiatan atau
cara-cara yang dilakukan untuk menca-
pai sesuatu tujuan yang baik dalam
menyelenggarakan pemerintahan yang
bersih.

Politik adalah sikap dalam mengambil
kebijakan untuk kepentingan bangsa
dan negara Indonesia. Bukan politik

yang mengambil kebijakan untuk kepen-
tingan individu maupun partai politik.
Tapi semua kebijakan itu ditujukan un-
tuk mencapai cita-cita tujuan negara
Indonesia yakni melindungi segenap
bangsa Indonesia.

Dengan begitu, politik bukan secara an
sich dilakukan hanya untuk mencari
kekuasaan dan mempertahankannya de-
ngan menghalalkan segala cara. Politik
saat ini sudah semestinya sesuai dengan
sila ke lima : keadilan sosial bagi seluruh
rakyat Indonesia. Politik harus menggu-
nakan nilai Pancasila untuk mencapai
kesejahteraan masyarakat Indonesia.

Pemahaman nilai Pancasila bagi
capres menjadi sangat penting. Agar
ketika terpilih, kelak mereka tidak korup

dalam bentuk kebijakan dan menerima
sogokan untuk menggegolkan pembu-
atan undang-undang yang mengun-
tungkn elite politik tertentu. Maka, ma-
syarakat Indonesia harus semakin kritis
dalam menentukan pilihan politiknya,
apakah capres dan tim suksesnya itu
cara main politiknya kotor atau bersih?
Menjadi penting melihat track record-
nya.
Penilaian

Pancasila itu mempunyai peran dan
fungsi dalam diri manusia. Dengan
tujuan untuk memberikan penilaian
tentang baik dan buruknya,
melainkan juga apa yang sudah se-
harusnya diputuskan dan kewajiban
apa yang harus diutamakan dalam
berpolitik secara etis.

Nilai-nilai Pancasila sangatlah ber-
peran penting dalam memberikan
petunjuk pada calon pemimpin untuk
berpikir dalam mengambil tindakan
serta keputusan politik yang baik dan
buruk. Nilai ketuhanan, nilai ke-
manusian, nilai persatuan, nilai ker-
akyatan, nilai keadilan sosial yang
terkandung dalam Pancasila adalah
sumber kewajiban yang menuntut
calon pemimpin bangsa ke jalan kebe-
naran dan kebaikan. Untuk kehidup-
an berbangsa dan bernegara.

Artinya, nilai Pancasila yang digali
Bung Karno, harus diamalkan dan di-
implementasikan setelah capres terpilih
menjadi presiden. Tentu dalam mengam-
bil sebuah keputusan atau kebijakan da-
lam pemerintahan. 0O-d

*) Syahrul Kirom MPhil, Dosen
IAIN Syekh Nurjati Cirebon
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Persyaratan Menulis

Pembaca yang budiman, terimakasih par-
tisipasinya dalam menulis dan mengirimkan
artikel untuk SKH Kedaulatan Rakyat.
Selanjutnya redaksi hanya menerima
tulisan lewat email : opinikr@gmail.com de-
ngan panjang tulisan antara 535 - 575 kata,
dengan mengisi subjek mengenai isu yang
ditulis serta jangan lupa menampilkan foto-
copy identitas. Terimakasih.

Tarik Ulur Kebijakan Bebas Visa Jokowi

PRESIDEN Jokowi belum lama ini
memutuskan untuk mencabut bebas kun-
jungan 159 negara. Kebijakan ini menu-
rut Kemenparkraf agar Indonesia hanya
menerima wisatawan berkualitas (berse-
dia berwisata lama dan terus menerus).
Dilihat dari alasan Kemenparkraf, pen-
cabutan bebas visa justru berlawanan de-
ngan logika mendatangkan turis. Jika
dipikir, untuk memperbesar peluang
memperoleh wisatawan berkualitas,
bukankah kebijakan bebas visa tidak per-
lu dihapus?

Kebijakan bebas visa sebelumnya diatur
Peraturan Presiden No 21 tahun 2016 ten-
tang Bebas Visa Kunjungan. Peningkatan
jumlah wisatawan adalah alasan utama
mengapa Jokowi menerbitkan kebijakan
tersebut. Berdasarkan data BPS, jumlah
wisatawan mancanegara (wisman) ma-
sing-masing pada 2017 dan 2019 adalah
14.039.799 dan 16.106.954 wisatawan.

Kenaikkan jumlah wisatawan ini
mengindikasikan adanya peningkatan
ketertarikan warga asing untuk berwisata
di Indonesia. Memang, pada 2020 hingga
2022 jumlah wisman maksimal per tahun
hanya 5.889.031 orang. Namun perlu di-
garisbawahi, masa ini adalah periode pan-
demi Covid-19 dimana pembatasan mobil-
itas manusia relatif ketat.

Cara Instan

Langkah Jokowi ini merupakan cara in-
stan untuk mencegah wisman yang
melanggar ketentuan, seperti kelebihan
tinggal, bekerja, serta pelanggaran ter-
hadap norma dan adat setempat. Langkah
ini bisa dibilang cara instan karena peme-
rintah belum menyentuh pokok permasa-
lahan dari pelanggaran yang dilakukan
wisman.

Ada dua pokok alasan yang seharusnya
jadi titik permasalahan. Pertama, lemah-
nya pengawasan dan penegakkan hukum.

Y Ivan Adi Kristianto

Pemerintah bisa saja bekerja sama de-
ngan masyarakat untuk melaporkan wis-
man yang tinggal melebihi batas maupun
bekerja. Selain itu, pemerintah perlu lebih
tegas dalam memberikan sanksi pada
mereka yang melanggar, seperti deportasi
dan memasukkan dalam daftar hitam.
Dengan kesadaran untuk mengawasi dan
menegakkan aturan, wisman lebih sadar
untuk patuh hukum.

Kedua, cara berpikir bahwa wisman
adalah bangsa maju yang perlu menda-
patkan keistimewaan dan masyarakat
Indonesia merupakan warga kelas dua.
Perilaku ini tercermin dari diskriminasi
terhadap turis lokal. Sementara itu, wis-
man cenderung mendapat tempat istime-
wa bagi pelaku pariwisata. Cara berpikir
ini di mata wisman bisa diartikan bahwa
Indonesia sangat butuh wisman.
Konsekuensinya, hubungan tidak setara
ini mendorong wisma untuk mere-

Memang, produk domestik bruto
Indonesia pada triwulan I tahun ini men-
capai Rp 5.071,7 triliun. (BPS, 2023)
Namun, rata-rata pendapatan penduduk
hanya US$ 4.783,9 atau setara dengan Rp
5,9 juta per bulan pada 2022. Bandingkan
dengan Thailand di tahun yang sama
mencapai US$7,066.

Sementara  indikator = keamanan
Indonesia bagi warga asing bisa diukur
salah satunya dengan perlindungan dari
ancaman terorisme. Menurut Institute
Economic and Peace, Indonesia pada 2022
berada pada urutan 24 negara di dunia
yang tidak aman dari ancaman terorisme.

Bukan pekerjaan mudah bagi pengam-
bil keputusan. Meskipun begitu, melalui
proses panjang untuk memperkuat posisi
tawar paspor Indonesia tetap perlu di-
jalankan. O-d

*) Yohanes Ivan Adi Kristianto,

Dosen Fisipol Universitas Tidar, Alumni

S1 HI UGM & S2 HI University of
Groningen

mehkan.
Paspor Indonesia

Tentunya, kebijakan membatasi
wisman tidak dapat berdiri sendiri.
Salah satu cara yang dapat di-
lakukan Indonesia agar mendapat-
kan ékepercayaan dirii untuk mem-
perketat wisman ialah memperkuat
paspor Indonesia. Menurut indeks
Henley, saat ini paspor Indonesia
berada pada peringkat 76 bersama
Tanzania. Negara tetangga seperti
Timor Leste dan Thailand justru di

atas Indonesia dengan masing-ma- ngai.
sing peringkat 59 dan 68. -- Jangan sampai jadi masalah
Untuk memperkuat paspornya, baru.

dua hal setidaknya yang diper-
hatikan oleh Indonesia yakni keku-
atan ekonomi dan keamanan.

Pramuka DIY ikuti Jambore di Korsel.
-- Semoga sukses unjukdiri di
ajang ini.

Komitmen pejabat kunci perangi
gratifikasi.

-- Mungkin masih banyak yang
komitmennya diragukan.

Antisipasi pembuangan sampah di su-
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